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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
x 
 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di 
bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ي Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun.  ika ia terletak di tengah atau di akhir  maka dituli  dengan 
tanda     . 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥahdan yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
atauyā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah danyā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
xii 
 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ّىِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf ham ah menjadi apo trop      hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
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Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an(dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al- alālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel  eperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : A. Irham Maulana Asis 
Nim : 10200114026 
Judul Skripsi : Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana 
Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD 
Kabupaten Sinjai) 
Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mengefektifkan laporan 
realisasi penggunaan dana desa, yang breakdown menjadi tiga sub masalah yaitu: 
1). Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 
mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa? 2). Apa faktor 
pendukung dan penghambat upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 
mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa? 3). Bagaiamana tinjauan 
hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa?. 
Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) yang  
dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan teologi normatif   yar‟i . Data terdiri 
dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif 
kualitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) upaya yang dilakukan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mengefektifkan laporan 
penggunaan dana desa adalah: (a) Taat dengan aturan regulasi dan ketentuan, (b) 
menyetor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau progres hasil 
pelaksanaan kegiatan dan (c) Laporan realisasi dana desa harus diperiksa terlebih 
dahulu dan (d) Dana desa laporannya tercatat sampai dipusat melalui aplikasi 
omspam. 2). Faktor pendukung upaya DPMD Dalam mengefektifkan Laporan 
Realisasi Penggunaan dana desa yaitu: penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem 
Keuangan Desa). Sedangkan faktor penghambat antara lain: (a) keterlambatan 
desa dalam menetapkan APBDes, (b) faktor cuaca menjadi kendala, (c) 
permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa. 3). Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Upaya yang Dilakukan Oleh DPMD adalah (a) 
melak anakan  yari‟at  mewujudkan kema lahatan rakyat  menjamin ketertiban 
urusan dunia dan urusan agama dan (b) bersikap siddiq, amanah, fathanah dan 
tabliq. 
Implikasi dari penelitian adalah 1)  agar lebih meningkatkan hubungan 
kerja sama antara DPMD dan pemerintah Desa, dan diharapkan terealisasi 
pembangunan dana desa  yang adil dan merata. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah       
Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 
tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 
tentang desa.
1
 Sebagaimana amanat undang-undang desa, yang diatur dalam pasal 72 
ayat (1) huruf b dan ayat 2 (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, 
salah satu sumber pendapatan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan 
program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi anggaran 
pendapatan belanja negara inilah yang di dalam struktur kelompok transfer 
pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa.
2
 Sebagai alokasi desa yang 
bersifat desentralisasi. 
 Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja 
negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan 
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat.
3
 Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional 
dalam APBN setiap tahunnya yang mana alokasi anggaran untuk dana desa 
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah dan 
akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan APBN. 
                                                 
1
 https://www.suryaden.com-pp-43-Tahun-2014-Tentang-Peraturan-Pelaksanaan-UU-Desa. 
2
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Jakarta Selatan: PT Wahana 
Semesta Indonesia, 2016), h. 83. 
3
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 83. 
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Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa 
dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. 
Kementrian/badan mengajukan anggaran untuk program yang berbasis dana desa 
kepada menteri ditetapkan sebagai sumber dana desa. Dalam hal dana telah 
memenuhi 10% dari total dana transfer ke daerah, penganggaran sepenuhnya 
mengikuti mekanisme penganggaran dana desa bendahara umum negara yang sudah 
diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4
 Hal ini harus sesuai dengan 
ketentuan dana desa berupa pemenuhan alokasi 10%. 
Dalam hal pengalokasian dana desa dilakukan dengan dua tahap yaitu 
pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota oleh pemerintah pusat dan 
pengalokasian dana desa setiap desa oleh bupati/walikota. Pengalokasian dana desa 
dalam APBN dilakukan secara bertahap. Untuk proses penyaluranya dana desa 
disalurkan oleh pemerintah dengan cara pemindahan bukuan dari RKUN (Rekening 
Kas Umum Negara).  
 Dana yang telah disalurkan melalui bupati/wali kota untuk selanjutnya 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5
 Akan tetapi  sebelum 
proses pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa,  dilaksanakan oleh 
kepala desa, maka terlebih dahulu kepala desa harus membuat dan menyetorkan 
“Laporan Realisasi Penggunaan  Dana Desa” sebagai syarat utama agar dapat 
menyalurkan dana desa. Ketentuan ini diatur dalam peraturan menteri nomor 50 
tahun 2017  Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa sebelum 
                                                 
4
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 83-84. 
5
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 87. 
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penyaluran dana desa dilakukan, maka terebih dahulu harus menyelesaikan laporan 
realisasi penggunaan dana desa.
6
 Realisasi menggunaan dana desa harus sesuai 
dengan prorietas pembangunan desa yang sesuai konsep pemberdayaan masyarakat. 
Dalam hal pemeriksaan laporan realisasi penggunaan dana desa pemerintah 
melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian penyaluran dan penggunaan 
dana desa. Penyampaian laporan realisasi tersebut dilakukan oleh bupati yang untuk 
selanjutnya di sampaikan kepada menteri yang menangani desa, menteri 
tekhnis/pimpinan badan pemerintahan daerah. Sebelum laporan realisasi sampai 
kepada Bupati. Sebagai tahap awal pemeriksaan laporan realisasi penggunaan dana 
desa,  terlebih dahulu akan diperiksa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sebagai dinas daerah yang 
kemudian diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan 
tersebut.  hal ini dimaksudkan agar laporan realisasi yang dikumpulkan oleh masing-
masing Kepala Desa sesuai denga prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga apabila 
laporan realisasi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan prosedur, maka  untuk 
selanjutnya Kepala Desa dapat mencairkan atau menyalurkan dana tersebut untuk 
keperluan pembangunan wilayahnya.
7
 Baik itu keperluan berupa pemberdayaan 
masyarakat desa yang sesuai kebutuhan pembangunan desa demi terwujudnya 
pembangunan yang merata. 
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib,transparan, dan 
berkualitas. Pemerintah dan kabupaten kota atau pejabat yang diberi kewenangan 
yang dalam hal ini adalah dinas pemberdayaan masyarakat  desa untuk dapat 
                                                 
6
Sutardjo, Aturan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018, 03 Januari 2018. 
http://pendampingdesa.or.id/aturan-pengelolaan-dana-desa-tahun-2018/. (diakses pada tanggal 5 
Agustus 2018). 
7
Sutardjo, Aturan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018, 03 Januari 2018.  
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mengoptimalkan penyampaian laporan tersebut, agar penyampaian  laporan realisasi 
penggunaan dana desa yang tidak  sesuai jadwal yang ditentukan. Maka desa yang 
akan menerima bantuan dana desa tidak dapat menerima dan mencairkan dana 
tersebut.
8
 Sehingga laporan dana desa sangat penting demi terwujudnya pencairan 
dana desa yang sesuai agar terwujud kesejahteraan masyarakat sebagai hasil realisasi 
dana desa. 
Apabila hal ini terjadi maka desa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi 
berupa penundaan penyaluran dana desa, sanksi pengurangan dana desa dan 
pemotongan dana desa. Sehingga apabila hal ini terjadi maka akan berdampak pada 
pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu sebagai badan yang diberikan 
wewenang untuk mengontrol, mengawasi, dan memeriksa dana desa, maka Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat desa harus mengupayakan sedemikian cara agar pelaporan 
realisasi dana desa dapat diselesaikan tepat waktu oleh kepala desa yang 
bersangkutan.
9
Oleh karena itu peranan. Dinas pemberdayaan masyarakat desa, 
merupakan kunci utama agar kepala desa dapat menyalurkan dananya.  
Dinas pemberdayaan masyarakat desa sebagai badan yang mendapatkan 
amanah dalam mengawasi hal tersebut sangat dibutuhkan agar dana desa tidak 
dipotong atau dibatalkan penyaluranya. Dalam syariah Islam perintah menjalankan 
amanah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisa/4: 58 yang berbunyi: 
 
َأي َوَّللٱ َّنِإ  ۡمُُكرُم  ۡ لٱ ْاوُّدَؤ ُت نَأ  ۡ ََٰلِإ ِت ََٰن َََٰمأ  ۡ َهأ  ۡمَكَح اَذِإَو َاِلِ  ۡ َب ُتُ  ۡ َن حَت نَأ ِساَّنلٱ  ۡ ْاوُمُك
لٱِب  ۡدَع  ۡ ِل  ۡ  ِِوب مُكُظَِعي ا َّمِِعن َوَّللٱ َّنِإ  ۦ  َعي َِسَ َناَك َوَّللٱ َّنِإ  ۡيرِصَب ا  ۡا ٨٥  
                                                 
8
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa,  h. 89. 
9
Sutardjo, Aturan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018, 03 Januari 2018. 
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Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”10 
Adanya ketidakmaksimalan dalam laporan sehingga mengakibatkan 
keterlambatan laporan dana desa, sehingga Dinas pemberdayaan masyarakat 
pemerintah desa diharapkan memberikan solusi agar mampu mendorong kepala desa 
dalam   mengumpulkan laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. Mengenai masalah penyalahgunaan anggaran dana desa menjadi hal 
yang cukup riskan terjadi sehingga membutuhkan adanya kontrol atau pantauan yang 
ketat dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian berdasarkan latar 
belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 
“Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 
Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari 
Hukum Islam (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)”.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus penelitian  
Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 
akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitianya 
mengenai Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa Dalam 
Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau Dari Hukum 
Islam (studi di kantor DPMD kabupaten sinjai). 
                                                 
10
Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Kudus: Menara 
Kudus, 2009), h. 87.  
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2.  Deskripsi  fokus  
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
Analisis Peranan Tindakan yang dilakukan oleh seorang 
atau sekelompok orang dalam suatu 
peristiwa atau bagian yang dimainkan 
seseorang dalam suatu peristiwa. 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Merupakan unsur pelaksaana urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa yang menjadi 
kewenangan daerah dipimpin oleh kepala 
dinas pemberdayaan masyarakat desa. 
Laporan Realisasi Suatu dokumen yang berbentuk laporan 
mengenai rincian penggunaan dana desa 
yang akan dilaksanakan oleh kepala desa 
sebelum mendapatkan penyaluran dana 
desa. 
Hukum Islam Seperangkat norma atau peraturan yang 
bersumber dari Allah SWT dan 
Rasulullah saw. untuk mengatur tingkah 
laku manusia di tengah-tengah 
masyarakat atau sumber hukum yang 
bersumber dari ajaran Islam. 
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a. Dinas pemberdayaan masyarakat desa  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  merupakan unsur pelaksana urusan 
pemrintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan 
daerah yang mana di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretasis daerah. Dinas pemberdayaan 
masrakat desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat 
desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan permberdayaan lembaga 
kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten. 
b. Peranan PMD  
Peranan PMD dalam kamus besar bahasa Indonesia peranan mempunyai arti 
tindakana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 
peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa peranan PMD adalah tindakan yang dilakukan oleh para aparat 
pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
c. Laporan Realisasi Dana Desa  
Laporan Realisasi Dana Desa adalah suatu dokumen yang berbentuk laporan 
mengenai rincian penggunaan dana desa yang akan dilaksanakan oleh kepala desa, 
sebelum mendapatkan penyaluran dana desa, yang artinya laporan ini merupakan 
syarat agar kepala desa dapat menyalurkan dana desa untuk wilayahnya. Sedangkan 
dana desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan belanja Negara yang di 
peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah 
kabupaten atau kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
8 
 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat.
11
 
d. Hukum Islam  
Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari 
Allah SWT dan Rasulullah untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah 
masyarakat atau sumber hukum yang bersumber dari ajaran Islam.
12
 
C. Rumusan Masalah  
Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah ”Bagaimana  
“Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di 
Kantor DPMD Kabupaten Sinjai)”. Berdasarkan pokok masalah tersebut maka 
dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 
mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana 
desa? 
3. Bagaiamana tinjauan hukum Islam terhadap  upaya yang dilakukan oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi 
penggunaan dana desa? 
 
 
                                                 
11
 Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 83.  
12
Marzuki, Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam (universitas Yogyakarta), h. 8.  
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D. Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu  
Sejauh pengamatan yang telah dilakukan penulis, hingga saat ini belum ada 
suatu karya ilmiah yang membahas secara detail tentang peranan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan 
dana desa, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terkait hal tersebut, 
adapun kajian yang membahas mengenai peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Desa, atapun yang membahas mengenai dana desa adalah sebagai berikut: 
1. Dedy Setiawan,  Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Pemerintahan Desa (Bpmpd) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan 
Bantuan Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2013-2014, Berdasarkan 
Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
(BPMPD) Kabupaten Pelalawan dalam pengelolaan bantuan pembangunan 
desa yang diukur dari perspektif program dalam pengelolaan dana 
pembangunan desa maka kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat  Desa 
(BPMPD) Kabupaten Pelalawan belum bisa dikatakan baik karena belum 
mampu melakukan pembangunan desa secara merata yang disebabkan oleh 
keterbatasan anggaran dana untuk pembangunan Desa tersebut.13 Sedangkan 
dalam penelitian ini tujuan utama yang akan dicapai oleh penulis adalah untuk 
mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan 
Masyarakat desa dalam mengefektikan laporan realisasi penggunaan dana 
desa.  
                                                 
13
Dedy Setiawan, Analisis Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa 
(Bpmpd) Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa Terpadu Tahun 2013-
2014, Department of Public Administration FISIP University of Riau. 
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2. Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Dan Keuangan Dana Desa, dalam 
buku ini membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa serta 
pengaturanya, selain itu buku ini merupakan kajian atas tafsir ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa. 
dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana tahapan, pengalokasian, dana 
desa, pengalokasian dana desa disetiap desa, penyaluran dana desa, 
penggunaan dana desa, pelaporan, pemantauan, evaluasi dan sanksi.
14
 
Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti akan 
memfokuskam pada bagaimana pola pelaporan realisasi dana desa.  
3. Leonardo Lisua Liando, dkk, Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan 
Kombi Kabupaten Minahasa, dalam penelitian menemukan  masalah di 
laporan pertanggungjawaban bukan pada prosedurnya tetapi pada Aparat 
Desanya saja dikarnakan dengan adanya mekanisme pelaporan seperti dihasil 
penelitian yang cukup sulit untuk dipahami berdampak langsung pada 
perangkat desa dimana Perangkat Desa masih kurang memahami cara 
pembuatan laporan pertanggungjawaban diakibatkan dengan hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Desa khusus Di Desa Kolongan 
sendiri selaku objek penelitian yang memiliki masalah dengan Pelaporan 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang sering 
terlambat pembuatannya di karnakan beberapa hal seperti, (1) Kualitas 
Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi 
Kabupaten Minahasa umurnya tergolong rendah, (2) Faktor pendidikan dari 
                                                 
14
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, h. 87. 
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aparatur permerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong remdah, (3) 
faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambatnya pengoprasian 
komputer, (4) kuranganya partisipasi warga Desa Kolongan dalam program 
pembangunan desa, (5) Banyaknya uraian kode rekening yang harus 
dihafalkan, (6) Kurang memahaminya aparat desa mengenai teknis pembuatan 
pelaporan pertanggungjawaban, (7) Tim pemandu penyusunan atau 
pendamping desa (PD) untuk memandu aparat desa dalam pembuatan laporan 
pertanggungjawaban yang hanya ada dua orang di kecamatan kombi, dan (8) 
Serta hanya ada satu pendamping lokal yang di bawah bimbingan pendamping 
desa yang ada di kecamatan yang belum optimal dalam pemanduan aparat 
desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.
15
 Sedangkan 
untuk penelitian yang akan dilakuka calon peneliti belum dipastikan kendala 
yang didapatkan dalam memeriksa laporan realisasi dana desa.  
4. Muh Nur Akbar, Analisis Peran badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di 
Kabupaten Bulukumba, dalam penelitian Muh Nur Akbar menjelaskan 
Analisis Kinerja dan Pelayanan BPMPD, hal ini dilakukan sebagai upaya 
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang dan tugasnya, 
selanjutnya sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPD, penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) 
Kabupaten Bulukumba ini diarahkan untuk mendapatkan kinerja yang akurat 
dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan 
                                                 
15
Leonardo Lisua Liando, dkk, Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa,  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  Universitas Sam Ratulangi, Manado. 
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keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 
keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi, keekonomian dan efektifitas serta 
tercapainya tujuan program.
16
 Jika penelitian ini menjelaskan secara 
keseluruhan peranan badan pemberdayaan masyarakat dan desa, maka dalam 
penelitian yang akan dilakukan calon peneliti hanya pembahasa bagaimana 
peranan badan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan 
realisasi dana desa.  
5. H.A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu  
Syariah,( Edisi Revisi), H.A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat 
Dalam Rambu-Rambu Syariah, dalam buku ini membahas tentang berbagai 
persoalan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam fiqih syiasyah untuk 
menemukan harmonisasi antara al kulli (permasalahan global atau universal), 
dan Juz I (parsial), serta menemukan relevansi semangat ajaran dengan 
kenyataan kehidupan yang konkret serta relevansi antara Maqassid syariah 
dengan cara-cara akhlaki dibidang syiasah dusturiyah, dawliyah dan maliyah. 
Dalam penelitoan yang akan dilakukan penulis yang mana pada hasil 
penelitian nantinya akan membahas mengenai pandangan hukum Islam 
terhadap peranan badan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektikan 
laporan realisasi dana desa.  
6. Marwan jaffar, dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Desa. Buku ini 
membahas tentang perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan BPD 
dan unsur-unsur masyarakat secara patisipasi guna pemanfaatan dan 
                                                 
16
Muh Nur Akbar, Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten 
Bulukumba,  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmupolitik, Univeritas Hasanuddin Makassar, 2015. 
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pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan penbangunan 
desa. Lebih lanjut dijelaskan sistem pengelolaan pembangunan di desa dan 
kawasan pendesaan yang dikoordinasiakn oleh kepala desa dengan 
pengedepankan kebersihan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna 
mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Serta pemberdayaan masyarakat 
desa dengan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 
kemampuan dan kesadaran. Namun, buku ini tidak menjelaskan tentang 
peranan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
7. Bambang Trisantono Soemantri dalam bukunya, Pedoman Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana penyelenggaraan 
pemerintah desa yang baik dan benar. Baik dalam peraturan desa, jenis 
peraturan desa, mekanisme persiapan, pembahasan, pengesahan, dan 
penetapan peraturan selanjutnya mengenai perencanaan pembangunan desa 
membahas rencana pembangunan jangka menengah desa serta kegiatan dan 
format penyusunan RPJM- Desa dan RKP desa. Selanjutnya masalah 
keuangan, administrasi desa, pemilihan kepala desa dan BPD, pelayanan 
kependudukan  serta laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
17
 Namun 
buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana pengembangan hasil pertanian 
dari desa itu sendiri. 
8. Chabib Saleh, dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Desa. Buku ini 
menjelaskan tentang bagaimana mengelola keuangan desa APBDes yang 
mencakup perencanaan keuangan desa, pengorganisasian keuangan desa, 
                                                 
17
 Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Bandung: 
Fokus Media, 2011), h. 12. 
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pelakanaan keuangan desa, penataan usaha keuangan desa, dan pertanggung 
jawaban keuangan desa. Desa merupaka daerah otonomi yang bisa 
menyelenggarakan proses pemerintahannya sendiri karena dana yang masuk 
ke desa cuku besar maka diperlukan pengelolaan secara rinci dan 
termanajemen serta pengawasan langsung. Namun buku ini tidak menjelaskan 
tentang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, buku ini 
hanya membahas bagaimana pengelolaan dana desa sedangkan peneliti 
membahas peranan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan 
realisasi penggunaan dana desa. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuanya sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 
mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa. 
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan  penghambat upaya Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi 
penggunaan dana desa. 
c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam  terhadap upaya yang dilakukan oleh 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa dalam mengefektifkan 
laporan realisasi penggunaan dana desa. 
2. Kegunaan penelitian 
        Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a.  Segi Teoretis 
15 
 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi refrensi yang berguna bagi 
pengembang ilmu pengetahuan khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi para 
calon peneliti untuk mengembangkan hasil penelitianya yang berkaitan dengan 
laporan realisasi dana desa.   
b. Segi Praktis 
Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran 
yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarkat luas dalam memahami upaya Badan 
Pemberdayaan Masyarakat  Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan 
dana desa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjaun Umum Tentang Good Governance  
1. Pengertian (good governance) 
Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara 
pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-
masalah publik.
1
 Dalam konsep governance pemerintah hanya menjadi salah satu 
aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah 
sebagai pembangunan maupun penyedia jasalayanan dan infrastruktur akan 
bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu 
memfasilitasi pihak lain di komunitas.
2
 Sehingga peranan pemerintah menentukan 
dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini Good 
Governance dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. 
Istilah governance tidak sama dengan government. Ganie-rochman 
mengemukakan bahwa konsep “government” menunjuk pada suatu organisasi 
pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negaran dan pemerintah). Konsep 
“governance” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan Negara, tetapi juga peran  
berbagai actor di luar pemerintah dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat 
juga sangat luas.
3
  
 Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya 
redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara 
lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.
4
 Dapat dikatakan 
                                                 
1
Sumarto Hetifa Sj, Inovasi,  Partisipasi dan Good Governance  (Bandung: Yayasan Obor  
Indonesia, 2003), h. 1. 
2
Sumarto Hetifa Sj, Inovasi,  Partisipasi dan Good Governance, h. 1-2.  
3
Joko widodo, Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas,control birokrasi 
pada era desentralisasi dan otonomi daerah, (Surabaya: insan cendekia,2001),h.18.  
4
Sumarto Hetifa Sj, Inovasi,  Partisipasi dan Good Governance h. 5. 
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bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan 
yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan 
pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan 
korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran 
serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. 
Istilah “Governance sebenarnya sudah dikenal dalam litertur administrasi dan 
ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang 
studi tersebut kira-kira 125 yang lalu. Tetapi selama itu Governance hanya 
digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga 
pendidikan tinggi. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara di 
indonesia,termonologi “Good governance” telah diterjemahkan menjadi 
penyelenggaraan pemeritahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, 
pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dan ada juga yang 
mengertikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.
5
 
Unsur-unsur utama governance menurut Bhatta adalah (1) akuntabilitas 
(aqountabillity) artinya bahwa aparatur pemerintah wajib bertindak selaku 
penanggungjawab dan penaggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan dalam bidang politik, hukum dan keuangan, (2) transparan 
(transparency) yaitu pemerintah transparan terhadap rakyat dalam hal perumusan 
dan implementasi kebijaksanaan publik, (3) keterbukaan (oppenes) artinya 
peerintah harus terbuka dalam hal kritik, tanggapan dan saran dari rakyatnya dan 
membuka data serta informasi tentang jalannya pemerintahan kepada masyarakat, 
(4) aturan hukum (rule of law) yaitu adanya jaminan kepastian hukum dan rasa 
                                                 
5
A.Daim, Hukum Administrasi (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), h.30. 
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keadilan bagi masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh oleh 
pemerintah.
6
 
Perbedaan paling pokok antara konsep “Goverment” dan “Governance” 
terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, 
administrasi dalam pengelolaan urusan suatu negara. Konsep “pemerintahan” 
berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan 
berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung 
makna bagaimana cara suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola 
sumber daya manusia dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Konsep 
Governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipasi 
dan kemitraan. Menurut Sedarmayanti, Good Governance merupakan proses 
penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik, baik 
berupa Publik Good, maupun Publik service oleh governance, Sedangkan praktek 
terbaiknya disebut Good governance yang efektif menurut adanya Alignment 
(koordinasi) yang baik dan berintegritas, profesional serta menerapkan etos kerja 
dan moral yang tinggi. Good governance secara gramatikal mengandung 
pengertian istilah “Good” dalam arti “baik” dalam konteks penyelenggaraan negara 
dan pemerintahan, dalam hal ini mengandung dua pemahaman.
7
 
Good governance sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang 
akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-
asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun 
pemerintah dalam mewujudkan good governance. Sinergitas antara good 
governance dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak menciptakan 
                                                 
6
Wempy Banga, Kajian Administrasi Publik Kontenporer (Kendari: Unhalu Press, 2011), h. 
97. 
7
Daim A, Nuryanto. Hukum Administrasi Negara (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014). h.43-
44. 
19 
 
pemerintahan yang bersih (clean governanc) yang berwibawa. Konsep good 
governace telah menjadi kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-
undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
 Dengan demikian peran 
perberdayaan masyarakat desa (PMD) sudah sesuai dengan hukum islam. 
Konsep good governance mempunyai tiga dimensi pokok menurut 
Mardiasmo, yaitu: 
1. Political governance yang menyangkut proses pembutan kebijakan 
2. Economic Governance adalah proses pembuatan keputusan di bidang 
ekonomi yang berimplikasi pada masalah penurunan angka kemiskinan, 
pemrataan, dan peningkatan kualitas hidup. 
3. Administrative Governance yaitu proses administrasi yang berlangsung 
dalam wilayah eksekutif dengan mengacu pada sistem implementasi 
kebijakan.
9
 
Adapun karakteristik good governance yang dapat dikatakan sebagai 
prinsip pokok dari good governance itu sendiri yang harusnya dijadikan pedoman 
serta dapat menjadi tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan 
urusan publik. prinsip pokok good governance itu mencakup:
10
  
1. Participation : keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 
(langsung/tidak langsung). 
2. Rule of law : kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa 
diskriminasi. 
3. Transparancy : kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan 
dengankepentingan masyarakat. 
                                                 
8
Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan 
Pmerintahan Yang Bersih (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008). h.88-89. 
9
Wempy Banga, Kajian Administrasi Publik Kontenporer, h. 98.  
10
Wempy Banga, Kajian Administrasi Publik Kontenporer, h. 98-99.  
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4. Responsivenes : lembaga-lembaga publik harus  cepat dan tanggap dalam 
melayani masyarakat. 
5. Equality : kesempatan yang sama masyrakat untuk memperoleh keadilan 
dan kesejahteraan. 
6. Consensus orientation : berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. 
7. Accountabilitty : pertanggungjawaban kepada publikatas setia aktivitas 
yang diperbuat. 
8. Efficiency and effectifiness : sumber daya publik yang dikelola secara 
berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 
9. Strategic vision : penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki visi yang 
jauh kedepan untuk kepentingan masyarakat. 
Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap  tidak kompeten. Dalam 
kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam 
menjalankan desentralisasi.
11
 Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari 
pemerintahan  yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.  
2. Ciri-ciri good governance 
Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Programme  
(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri Good Governance yaitu.
12
 
a. Mengikut sertakan semua transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. 
b. Menjamin adanya supremasi hukum.  
c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada 
konsesus masyarakat.  
d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 
proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. 
                                                 
11
Sumarto Hetifa Sj, Inovasi,  Partisipasi dan Good Governance, h. 6. 
12
Sumarto Hetifa Sj, Inovasi,  Partisipasi dan Good Governance, h. 13. 
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B. Tinjaun Umum Tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah 
Desa 
1. Pengertian dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) 
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13
 
2. Dasar Hukum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD ) 
Undang-Undang Nmor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia th 2014 nomor 244,tambah lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomot 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan 
                                                 
13
Permendes, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa. 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
3. Tugas dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) 
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan 
memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan 
Masyarakat pemerintahan Desa mempunyai fungsi. 
a. Perumusan pedoman kebijakan teknis, dibidang Pemberdayaan Ekonomi, 
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi 
Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
b. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan  Pemberdayaan Ekonomi, 
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam  dan Teknologi 
Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 
c. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketata usahaan Badan. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas 
masing-masing. 
1. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
2. Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan 
mengawasi pelaksanaan tugas unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang 
23 
 
berada dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan  
Desa. 
C. Realisasi Penggunaan Dana Desa 
Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dana desa 
diproritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada 
prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan,. 
Namun didalam membiayai kewenangan yang bertanggung jawab adalah desa.
14
  
Sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana 
diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk 
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan 
pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka 
penuntasan masyarakat miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.  
Penggunaan dana desa mengacu pada rancangan pembangunan jangka 
menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Pembangunan daerah tertinggal 
dan transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 
bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
15
 Sebab itu, prioritas penggunaan dana 
desa dilengkapi dengan pedoman umum didalam pelaksanaan penggunaan dana 
desa. 
Penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan setelah berkordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan nasional, Menteri- menteri dalam negeri dan menteri 
                                                 
14
Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa (Jakarta Selatan: PT Wahana 
Semesta Indonesia, 2016), h. 88. 
15
Hernold Ferry Makawimbang, Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang 
Desa Sistem Pengelolahan dan Tanggung Jawab Dana Desa (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016), 
h. 16.   
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teknis atau pimpinan badan pemerintahan non kementerian. Pedoman teknis 
kegiatan memuat antara lain spesifikasi teknis dari masing-masing kegiatan yang 
akan dibiayai dari dana desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa. Ketentuan 
lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana desa diatur dengan Peraturan 
Menteri.   
1. Cara Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 
a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD dianggarkan pada bagian 
pemerintahan desa. 
b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan 
keputusan kepala desa. 
c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) 
kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui 
Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan. 
d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabuten akan meneruskan berkas 
permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda 
Kabupaten. 
e. Kepala bagian Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung 
darikas Daerah ke rekenig Pemerintah Desa. 
2. Cara pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa 
Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan 
Desa (RPD) dengan ketentuan: 
a. Permohonan penyaluran tahap I (30%) pada Triwulan kedua, dilampiri 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, 
Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dan 
photocopy rekening kas pemerintah desa. 
25 
 
b. Permohonan penyaluran tahap II (40%) pada Triwulan ketiga dan tahap III 
pada Triwulan keempat, dilampiri laporanperkembangan penggunaaan Alokasi 
Dana Desa (ADD)sebelumnya. 
c. Tim pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud pada tim pendamping 
Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan 
anggaran dengan APDesa (berkas pengajuan RPD) yang tidak lengkap atau 
tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan untuk diperbaiki. 
d. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan 
Desa (telah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan) ke bagian 
Pemerintah Desa guna pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD). 
e. Kepala Bagian Pemerintahan Setda atas dasar pengajuan RPD dari kecamatan, 
mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten/Kota. 
f. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) 
langsung dari kas daerah kerekening Pemerintah Desa dimasing-masing Bank 
yang ditunjuk. 
g. Pencairan dana di masing-masing Bank dilakukan oleh bendahara dengan 
bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp6000,- dari Kepala Desa. 
3. Penggunaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna 
undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 adalah guna terwujudnya kemandirian 
daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat 
otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya 
kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling 
bawah, yaitu Desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
26 
 
Desentralisasi keuangan desa yang didalamnya memakai mekanisme ADD 
yang secara partisipatif melibatkan desa akan mampu membongkarortodoksi 
kebijakan  bantuan keuangan desa yang sarat dengan makna dominasi dan 
melestarikan warisan pemerintah Kolonial Belanda. Kekuatan mekanisme ADD 
terletak pada aspek keadilan dan pemerataan. 
Selain itu konsepsi ADD yang memberikan keleluasaan kepada desa, dapat 
memutusmata rantai dominasi kabupaten dalam pengelolaan keuangan desa.Tentu 
tiga aspek tersebut harus menjadi prasyarat dasar dalam menyusun formulasi ADD, 
karena ketiadaan makna adil, merata dan leluasa akan menjadikan formulasi ADD 
hanya sebatas jargon politik anggaran. Implikasinya sama dengan mekanisme 
bantuan keuangan desa,yang tidak bisa menjawab kesenjangan fasilitas pelayanan 
publik dan sentralisasi pembangunan desa. 
Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan 
Asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat 
diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari 
dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya 
lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya 
baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan 
apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang 
peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya. 
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Jika diperhatikan dari semua penjelasan tersebut, maka dapat diketahui 
bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa 
(ADD) haruslah melibatkan unsur  masyarakat yang ada di desa tersebut. Maka 
cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah. 
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1. Musyawarah  
Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam Islam, ialah tata aturan 
Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam ini menegakkan prinsip-
prinsip syuraa. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk 
mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh rasul bermusyawarah. Dengan 
demikian para umat lebih patut menerima tugas itu Nash yang kedua menerangkan 
bahwa sifat para mukmin yang hakiki, ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan 
bermusyawarah. 
16
 Dalam hal ini musyawarah harus mencapai mufakat sebagai 
hasil dari berembuk bersama sebagai wujud memahami perbedaan.  
Praktek musyawarah dan tukar menukar pendapat pada masa arab pra 
Islam, sebagaimana terbukti dalam rujuka-rujukan bahasa arab kepada pertemuan-
pertemuan berbagai badan ada yang disebut majlis ada pula yang disebut mala, 
seperti yang juga ditemukan dalam inkripsi-inkripsi kuno di Arabia Selatan. Al-
Qur’an banyak menjelaskan sisi penting dari syura ayat-ayat tersebut membuktikan 
bahwa islam memandang musyawarah tidak hanya sebagai suatu prosedur yang 
direkomendasikan, tetapi merupakan sebuah tugas keagamaan. 
Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam 
kehidupan sosial umat Islam. Sebagai hal ini syura hasil dari tradisi dalam Islam 
sebagai makhluk sosial.
17
 Syura dalam hal ini dikenal dengan istilah muyawarah 
kemudian terus berkembang hingga kini atau lebih dikenal dengan istilah 
demokrasi. 
2. Bergotong royong 
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah/5: 2 
                                                 
16
Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Mu’jam Muqayis al-Lughah, Juz III(Mesir; 
Mustafa Al-Halabi,1972), h.226. 
17
Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, (Jakarta:Mizan,1995), h. 203.  
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لٱ ىَلَع ْاُونَواَع َتَو  ۡقَّتلٱَو ِّرِب  ۡ  ىَو  ۡ لٱ ىَلَع ْاُونَواَع َت َلََو  ۡثِإ  ۡلٱَو ِم  ۡدُع  ۡ ِن  َو  ۡ  َهَّللٱ ْاوُقَّ تٱَو  ۡ  َّنِإ
لٱ ُديِدَش َهَّللٱ  ۡ ِباَقِع٢  
Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.”18 
Ayat ini menyatakan bahwa tolong menolong diantara sesama manusia 
untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan 
karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang 
saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak  
mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang 
lain. Begitu juga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang harus 
dilaksanakan dengan gotong royong.hal ini dapat dilihat dengan  “Penggunaan 
dana desa harus diketahui dan di musyawarahkan oleh masyarakat dalam proses 
perencanaan tahunan desa. 
Selain itu, seorang dalam memimpin masyarakat agar lebih sejahtera harus  
memiliki sifat seperti yang diterapkan oleh Rasulullah Saw yaitu; 
1. Shiddiq  
Setiap perkataan maupun tindakan seorang nabi dan rasul adalah benar dan 
jujur. Yaitu dengan menyampaikan ajaran yang diperoleh dari wahyu Allah kepada 
                                                 
18
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012), h. 142. 
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umat manusia. Semua yang disampaikan harus benar-benar datang dari Allah 
Swt.
19
 
2. Amanah 
Sifat amanah telah dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil bahkan dijuluki oleh 
masyarakat Al-amin yang artinya dapat dipercaya, kompeten dan konsisten.
20
 
 Firman Allah swt QS al-A’raf/7:68: 
مُكُغِّل َُبأ  ۡ َاَنأَو ِّبَِّر ِت َل  َِسر  ۡ مُكَل  ۡ  ٌينَِمأ ٌحِصَان٨٦  
Terjemahnya: 
“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah 
pemberi nasehat yang terpercaya bagimu.”21 
 
3. Fathanah 
Rasulullah Saw memiliki kecerdasan dalam memahami masalah umat 
manusia beserta sifat-sifat mereka. Rasulullah Saw juga cerdas dalam menerima 
tugas dan amanah yang diberikan kepadanya.rasulullah saw harus mampu 
menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk 
kedalam islam. Beliau juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir 
dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini untuk memutuskan suatu hal yang 
terkait kepentingan masyarakat untuk menjalani kehidupan.
22
 
 
 
                                                 
19Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” 
Skripsi (Universitas Muhamadiyah Surakarta: Fakultas Keguruan danIlmu Pendidikan, 2015), h. 2. 
 
20
Zulhammi, Jurnal ,Kepribadian Rasulullah SAW Sebagai Guru Profesional. Jurnal Darul 
Ilmi, Vol. 2, No. 1, 2014. h. 65 
21
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012), h. 213. 
22Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” 
Skripsi), h. 2. 
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4. Tablig 
“Tabligh” artinya menyampaikan. Lawannya “Kitman” artinya 
menyembunyikan. Ini berarti Rasulullah Saw tidak pernah menyembunyikan 
pengetahuan dan kebenaran yang diberikan kepada beliau. 
23
 
Firman Allah Swt  dalam QS al-Maidah/5/67: 
 
۞  َي  ۡغِّل َب ُلوُسَّرلٱ اَهُّ َيأ  ۡ اَم  ۡ  َلِإ َِلزُنأ  ۡ َكِّبَّر نِم َك  ۡ  َّلّ نِإَو  ۡ فَت  ۡلَع  ۡ غَّل َب اَمَف  ۡ َت
 ُهَتَلاَِسر ۥ عَي ُهَّللٱَو  ۡ ِساَّنلٱ َنِم َكُمِص  ۡ َهي َلَ َهَّللٱ َّنِإ  ۡلٱ يِد  ۡوَق  ۡلٱ َم  ۡ َنِيرِف  َك٨٦  
 
 
Terjemahnya: 
 
“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 
Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu 
tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) 
manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 
yang kafir.”24 
Alokasi dana desa dalam hukum Islam diharapkan sebagai solusi agar dana 
desa (ADD) dapat digunakan sesuai tujuan diadakannya anggaran dana desa 
sebagai wujud sentralisasi pembangunan yang adil dan merata. Alokasi Dana Desa 
(ADD) merupakan fundamentalisme dalam hukum Islam sebagai wujud dari 
syariat Islam. Alokasi Dana Desa (ADD) harus transparan dan sesuai dengan asas 
kemanfaatan dalam suatu desa untuk masyarakat sebagai wujud pengefektifan 
realisasi penggunaan dana desa dalam perspektif hukum Islam dalam kasus 
wilayah Kabupaten Sinjai. 
                                                 
23Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” 
Skripsi, h. 6. 
24
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 
2012), h. 158. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan lokasi penelitian  
1. Jenis penelitian 
       Pada penelitian ini peneliti menggunakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif 
lapangan (field research) yang dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. 
Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis 
dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
1
 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Desa Kabupaten Sinjai, pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan  peneliti 
dalam judul penelitian. 
B. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah: 
1. Yuridis empiris. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum 
yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat 
dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat 
2. Yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang berdasarkan 
pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori dengan konsep-konsep 
hukum yang relevan dan membangun penelitian ini. 
                                                 
1
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi (Bandung: 
Alfabeta, 2017),  h. 70. 
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C. Sumber Data 
       Pada  penelitian sumber data berguna  untuk mengembangkan hasil penelitian.  
Sumber data yang  digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Data primer merupakan hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang 
dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang dibahas serta 
dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
2
  
            Hasil wawancara dengan pengurus/pegawai Dinas (PMD) 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil, observasi buku, jurnal 
dan dokumen-dokumen lainya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3
   
D. Tehnik Pengumpulan Data 
            Tehnik yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Antara lain:   
1. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat 
bekerja  berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 
diperoleh melalui observasi.
4
dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat 
desa dalam mengefektifkan realisasi penggunaan dana desa (di kantor di 
kantor DPMD kabupaten sinjai) 
2. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 
yang saling berhadapan dengan cara berhadapan secara langsung.
5
 Oleh 
aparat dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD). 
3. Dokumentasi adalah suatu proses catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 
berbentuk tulisan, gambar atau karya monumentalis dari seseorang.
6
 
                                                 
2
Sutopo HB, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam penelitian 
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2006), h. 64. 
3
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,  h.106. 
4
Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R &D (Bandung: alphabet, 2008) h. 226. 
5
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 106. 
6
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 107.  
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Dokumentasi  dalam  penelitian ini berguna untuk mengambil gambar selama 
proses wawancara dan observasi.  
4. Studi kepustakaan akan sangat dibutuhkan. Studi kepustakaan dalam hal ini 
dilakukan terhadap buku yang membahasa mengenai peranan Dinas 
pemberdayaan masyarakat dan desa. 
Dalam penelitian ini, di gunakan prosedur penelitian sebagi berikut: kegiatan 
penelitian di mulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah 
dan Hukum  Universitas Islam Negri Alauddin Makassar, kemudian surat 
tersebut di teruskan ke kantor BKPMD (Badan koordinasi penanaman modal 
daerah) lalu di teruskan di kantor Bupati kabupaten sinjai setelah itu di 
lanjutkan ke kantor DPMD (dinas pemberdayaan masyarakat desa) dan 
melakukan penelitian di kantor tersebut. 
E. Instrumen Penelitian     
            Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan 
pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitan yang merujuk pada 
metodologi penelitian. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument harus “divalidasi” 
sejauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya turun di 
lapangan untuk meneliti. Adapun instrumen yang digunakan adalah: 
1. Peneliti sendiri,  Pada pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti akan terlibat 
langsung dalam penelitian ini tanpa diwakili oleh pihak lain. agar peneliti 
dapat berkonsetrasi untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan dan proses observasi serta  wawancara dengan pihak narasumber.  
2. Pedoman wawancara berguna untuk mengumpulkan informasi yang 
dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah 
disimpulkan. 
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3. HandPhone, Penggunaan HandPhone pada penelitian ini akan dijadikan 
peneliti sebagai alat untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber, 
sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendengarkan hasil wawancara 
kembali dengan baik untuk nantinya dilakukan analisis.  
4. Laptop/Notebook Penggunaan laptop dalam penelitian digunakan untuk 
mengolah, dan menyimpan semua hasil wawancara dan analisis dari buku, 
skripsi dan jurnal yang nantinya digunakan untuk pengembangan hasil 
penelitian.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data 
dilapangan yang diperoleh melalui proses wawancara, sehingga data tersebut telah 
siap digunakan untuk dianalisis. Adapun termasuk dalam tehnik pengolahan yaitu: 
a. Klasifikasi Data berarti mengolah data sehingga menghasilkan informasi. 
Klasifikasi data ialah mengelompokkan atau mengklasifikasikan data, sehingga 
dapat melihat laporan sesuai dari masing-masing kelompok.  
b. Reduksi data (data reduction) ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 
menyederhanakan, mengabstarakan dan transformasi data kasar yang bersumber 
dari catatan tertulis di lapangan.
7
 Dalam hal ini peneliti memilih data mana yang 
dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah analisis peranan 
Dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan realisasi 
penggunaan dana desa.  
                                                 
7
Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitaif dan kualitatif dan R&D (Cet. VI; 
Bandung:Alfabeta, 2008), h. 247. 
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c. Editing data ialah memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari badan 
pemberdayaan masyarakat desa.     
2. Analisis Data  
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dan teliti dalam 
penelitian. Setelah pengelohan data peneliti kemudian menganalisis data yang 
dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek 
dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk suatu 
kesimpulan, Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara 
deskriptif kualitatif. 
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BAB IV 
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DALAM MENGEFEKTIFKAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN 
DANA DESA 
A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Kabupaten 
Sinjai 
1. Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 
Kab.Sinjai 
Pada awal mulanya Badan Pemberdayaan Masyarakat dibangun pada Tahun 
1985 waktu itu nama Instansi tersebut Pembangunan Desa (BANGDES) mulai Tahun 
1985 dan Kepala Kantor tersebut bernama MAPPANGILE dan digantikan oleh A. 
MAKKARONG kemudian digantikan oleh Drs. MUSTAMING TAHIR,>M.BA pada 
tahun 1991  Kemudian Pembangunan Desa (BANGDES) berubah nama menjadi 
Pembangunan Masyarakat Desa  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 
15 tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat 
Desa (PMD) Kabupaten Sinjai. Kepala Kantor pada saat itu bernama M. PATANG 
BA dan digantikan oleh Drs. ARSYAD SAWEDI kemudian AMIRUDDIN, BA 
Setelah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) berubah nama menjadi Badan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (KB-PM) berdasarkan Peraturan 
Daerah Kab. Sinjai No. 23 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Badan 
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sinjai . Pada tahun 2003 
sampai dengan tahun 2010 dan yang menjabat sebagai kepala badan yaitu Drs. 
LUKMAN H. ARSAL, M.Si dan digantikan oleh Muh. HATTA. AP, SH sampai 
2010 berdasarkan PERDA Nomor 19 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Dan 
36 
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Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kab.
1
 
Sinjai dan selanjutnya Badan KB dan Pemberdayaan Masyarakat berpisah dan berdiri 
sendiri. Badan KB dan Pemberdayaan Masyarakat berubah nama menjadi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat mulai tahun 2011 di bawah kepemimpinan Drs. H. 
BASRI RACHMAN dan pada akhir Tahun 2013 Drs. H. BASRI RACHMAN 
pensiun dari jabatannya kemudian digantikan oleh A. ZAINAL ARIFIN, SIP sebagai 
pelaksana tugas dan pada Tahun 2013 A. ZAINAL ARIFIN, SIP digantikan oleh Drs. 
H. ANDI TALHA, M.Si dan menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
kemudian di gantikan oleh A.ZAINAL ARIFIN NUR,. SIP sebagai pelaksana tugas 
pada Tahun 2017 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
2. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.Sinjai 
Sesuai amanat UUD 1945 untuk menigkatkan kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang sejahtera dan mandiri, salah satu untuk mendukung tercapainya 
percepatan Pemberdayaan Masyarakat dan desa / Kelurahan telah ditetapkan berbagai 
kebijakan publik, antara lain Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1957 tentang 
Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat dan Desa sebagai penjabaran  
dari PP tersebut telah telah diterbitkan Kepmendagri  Nomor 25 Tahun 1968 tentang 
Balai Penelitian dan Pengembagan Desa (BALITBAGDES), kemudian 
disempurnakan dengan Kepmendagri Nomor 061/3393/SJ Tanggal 23 Agustus 2010 
Tentang Penegasan Kembali Pembentukan Kelembagaan Badan Pemberdayaan 
masyarakat dan Pemerintahan Desa di Daerah dan kemudian di ubah menjadi Perbub 
No 67 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi 
serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
                                                             
1 Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. Sinjai, h. 1. 
38 
 
Visi 
a. Terwujudnya di maksudkan sebagai posisi yang ingin di capai Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kemandirian masyarakat.posisi 
terwujudnya ini terkait dengan kemandirian masyarakat untuk membangun desa. 
b. Kemandirian di maksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat memiliki 
kepasitas kelembagaan untuk perprakarsa dan berswadaya untuk memenuhi 
kebutuhan dan memecahkan masalah dalam membangun Desa. 
c. Berbasis Potensi Lokal dimaksudkan bahwa kemandirian masyarakat 
diwudjudkan melalui potensi dan kearifan lokal yang dimiliki(nilai, 
norma,budaya dan potensi lainya). 
Misi  
a. Mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan 
masyarakat dan Sumber Daya Manusia 
b. Mengembangkan Potensi Perekonomian Masyarakat 
c. Meingkatkan dan mengembangkan pemberdayaan kehidupan sosial budaya dan 
partisipasi masyarakat 
d. Meningkatkan peran perempuan di pedesaan 
Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan Teknologi Tepat 
Guna 
3. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi adalah gambaran suatu lembaga yang menggambarkan 
suatu jabatan dalam suatu instansi. Berikut struktur organisasi Dinas 
Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai: 
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4. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai  
1. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa meliputi :  
a. menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan 
kebijakan Daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial 
budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya 
alam dan teknologi tepat guna;  
b. menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, 
sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber 
daya alam dan teknologi tepat guna;  
c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, 
kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, 
pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;  
d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan 
desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, 
pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 
e. melaksanakan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi 
masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi 
tepat guna;  
f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi 
pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi 
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masyarakat, ekonomi, pembangunan sumber daya alam dan teknologi 
tepat guna;  
g. melaksanakan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;  
h. melaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa;  
i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa; dan  
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
2. Sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa 
Tugas pokok dan fungsi Sekretaris meliputi :  
a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas; 
b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;  
c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;  
d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan  
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
3.  Sub bagian program dan keuangan 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan dirinci sebagai 
berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam 
melaksanakan program;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Sub Bagian Program;  
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c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas;  
d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;  
e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan 
kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Dinas;  
f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, 
semesteran dan laporan kinerja tahunan;  
g. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang 
diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan 
Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 
dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan 
bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;  
h. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan 
bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan 
Realisasi Anggaran, Neraca dan Calk) Dinas;  
i. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta 
laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;  
j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan 
anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai 
peraturan perundang-undangan; dan 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
4. Sub bagian umum dan kepegawaian 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi: 
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a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai 
pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;  
d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;  
e. melaksanakan tugas keprotokoleran;  
f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, 
penggunaan serta pemeliharaannya;  
g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;  
h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 
Aparatur di lingkungan Dinas;  
i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja 
bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup 
Dinas;  
j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh 
Dinas;  
k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian 
informasi; dan  
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
5. Bidang pemerintahan desa 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa meliputi :  
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;  
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b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan 
desa;  
c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria 
di bidang pemerintahan desa;  
d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan meliputi fasilitasi 
penataan desa, desa adat dan kelurahan, penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan desa, kelembagaan dan kapasitas pemerintahan desa, desa 
adat dan kelurahan, pelaksanaan penyusunan produk hukum desa, 
pemilihan kepala desa dan desa adat dan desa adat, penyusunan urusan 
pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset desa, evaluasi 
perkembangan desa/kelurahan, lomba desa, desa adat dan kelurahan, 
inovasi desa, profil dan data desa dan kelurahan, bimbingan teknis, 
pelatihan, sosialisasi, studi kerja di bidang pemerintahan desa;  
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan;  
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Administrasi 
Pemerintahan Desa;  
g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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6. Seksi tata pemerintahan desa 
Tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa meliputi :  
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Desa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Tata Pemerintahan Desa;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata pemerintahan desa 
yang meliputi penataan tata wilayah desa, pembentukan, pemekaran, 
penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan, batas desa, 
desa adat dan kelurahan, pemilihan kepala desa, penetapan pejabat kepala 
desa, pembuatan peta dan batas wilayah desa, desa adat dan kelurahan, 
penamaan desa dan kode desa; penataan urusan otonomi desa dan 
penugasan urusan pemerintahan, produk hukum desa bidang 
pemerintahan, produk hukum desa bidang ekonomi dan sosial budaya, 
manajemen pemerintahan desa dan penataan kewenangan desa, perangkat 
desa, dan layanan administrasi pemerintahan desa, evaluasi perkembangan 
desa/kelurahan, lomba desa dan kelurahan, inovasi desa/kelurahan, profil 
dan data desa/kelurahan, pendampingan desa, sinkronisasi dokumen 
perencanaan desa, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja tata 
pemerintahan desa;  
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tata pemerintahan desa dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;  
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e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
7. Seksi pengembangan kapasitas aparatur desa 
Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa 
meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur 
Desa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan meliputi pembinaan dan 
pengembangan kelembagaan badan permusyawaratan desa, penyusunan 
standar evaluasi dan pelaporan aparatur desa, bimbingan teknis, pelatihan, 
sosialisasi, studi kerja aparatur desa, pengembangan kapasitas perangkat 
desa, Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan ketentraman dan 
ketertiban serta perlindungan masyarakat desa, peningkatan peran Rukun 
Warga, Rukun Tetangga dan Dusun dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa;  
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kapasitas 
aparatur desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan;   
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e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
8. Seksi Pendapatan, kekayaan dan aset desa 
Tugas pokok Kepala Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan 
anggaran, pertanggung jawaban serta verifikasi pelaporan keuangan desa, 
pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan kekayaan desa, transfer 
dana desa, penataan dan pemanfaatan aset desa, bimbingan teknis, 
pelatihan, sosialisasi, studi kerja pendapatan, kekayaan dan aset desa; 
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pendapatan, kekayaan dan aset 
desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan;  
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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9. Bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan 
Partisipasi Masyarakat meliputi :  
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan 
Partisipasi Masyarakat;  
b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, sosial budaya 
dan partisipasi masyarakat;  
c. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria 
di bidang kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat;  
d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pelayanan sosial 
dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan kesejahteraan 
keluarga dan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan 
masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat 
dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat serta pelaksanaan 
kegiatan lintas sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan 
kemiskinan, kerukunan dan ketentraman desa, bimbingan teknis, 
pelatihan, sosialisasi, studi kerja pada bidang kelembagaan, sosial budaya 
dan partisipasi masyarakat;  
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan, Sosial 
Budaya Dan Partisipasi Masyarakat;  
f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;  
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g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi 
10. Seksi penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat 
Tugas pokok Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan 
Masyarakat;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pembentukan dan pelaksanaan tugas 
lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;  
d. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan penyelenggaraan 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kelembagaan 
masyarakat, pembina, pendamping dan kader pemberdayaan masyarakat, 
pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan lembaga 
adat, masyarakat hukum adat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan bimbingan teknis, 
pelatihan, sosialisasi, studi kerja kelembagaan, adat budaya masyarakat;  
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e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penguatan kapasitas 
kelembagaan masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;  
f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
11. Seksi pengembangan kawasan dan kerjasama desa 
Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa 
meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan dan 
Kerjasama Desa; 
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Pengembangan Kawasan dan Kerjasama Desa;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan perencanaan 
pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan 
perdesaan, kerjasama desa dengan BUMD/BUMN dan lembaga lain, 
kerjasama desa dengan desa lain skala kabupaten, organisasi non 
pemerintah (NGO) bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja 
pengembangan kawasan dan kerjasama desa;  
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d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan kawasan dan 
kerjasama desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan;  
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
12. Seksi sosial budaya dan partisipasi masyarakat 
Tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat 
meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi 
Masyarakat;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi penggalian nilai-nilai sosial 
budaya berdasarkan kearifan lokal, pelaksanaan pengembangan sosial 
budaya dan partisipasi masyarakat, penyelenggaraan manajemen 
pembangunan partisipatif, pengembangan sistem pendataan dan 
pemanfaatan data sosial budaya masyarakat, penyelenggaraan motivasi 
dan swadaya gotong royong masyarakat, penyelenggaraan kegiatan lintas 
sektor dan lintas program serta koordinasi penanggulangan kemiskinan, 
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bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi sosial budaya dan partisipasi 
masyarakat;  
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sosial budaya dan partisipasi 
masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan;  
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
13. Bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi 
tepat guna 
Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber 
Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna  meliputi : 
a. menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan skala provinsi 
dengankebijakan kabupaten di bidang ekonomi, pembangunan, sumber 
daya alam dan teknologi tepat guna; 
b. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sumber 
Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;  
c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan, 
sumber daya alam dan teknologi tepat guna;  
d. melaksanakan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria 
di bidang ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat 
guna;  
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e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan peningkatan 
usaha ekonomi desa, tata kelola ekonomi desa, permodalan usaha 
ekonomi desa, pemasaran dan pengembangan jaringan hasil usaha 
ekonomi masyarakat, pelembagaan dan pengembangan Badan Usaha 
Milik Desa, pelaksanaan usaha ekonomi produktif dan pengembangan 
kewirausahaan desa, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat 
guna, pemetaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, 
bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja bidang ekonomi, 
pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 
f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan;  
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, 
Pembangunan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;  
h. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;  
i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
14. Seksi pengembangan lembaga keuangan mikro dan badan usaha 
milik desa 
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Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan 
Badan Usaha Milik Desa meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan 
Mikro dan Badan Usaha Milik Desa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Badan Usaha Milik 
Desa;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan tata kelola 
ekonomi desa, pelaksanaan kelembagaan dan pengembangan Badan 
Usaha Milik Desa, permodalan dan pemasaran hasil BUMDesa, 
pengembangan lembaga keuangan mikro, pengembangan pasar desa, 
Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Simpan Pinjam yang dikelola 
Perempuan, pembentukan Lembaga Keuangan Mikro baru, bimbingan 
teknis, pelatihan, sosialisasi, studi kerja pengembangan Lembaga 
Keuangan Mikro dan BUMDesa;  
d. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan Lembaga 
Keuangan Mikro dan BUMDesa dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;  
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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15. Seksi sarana dan prasarana desa 
Tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa meliputi:  
a. menyusun pedoman dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana 
desa;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Sarana dan Prasarana Desa;  
c. melakukan melakukan sinkronisasi dan validasi data sarana dan prasarana 
yang ada di desa dengan stakeholder terkait;  
d. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan pemeliharaan sarana 
dan prasarana perdesaan serta pelatihan, sosialisasi, studi kerja 
pemeliharaan dan pemanfataan sarana dan prasarana desa;  
e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
sarana dan prasarana desa;  
f. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; 
g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
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16. Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan 
teknologi tepat guna 
Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya 
Alam dan Teknologi Tepat Guna meliputi :  
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan 
Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna;  
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanan kegiatan pada 
Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan 
Teknologi Tepat Guna;  
c. melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan pendayagunaan 
masyarakat di bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan, 
pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan, pendayagunaan lingkungan 
permukiman masyarakat, pemanfaatan dan pengembangan pelestarian 
potensi sumber daya lokal, pemanfaatan sumber daya energi terbarukan 
berbasis masyarakat, identifikasi dan pemetaan potensi sumber daya alam 
desa, studi kerja pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi pedesaan, 
pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi pengembangan dan 
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, menyusun 
pedoman dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam 
dan teknologi tepat guna;  
d. melakukan koordinasi dan fasilitasi identifikasi, pemetaan dan pengkajian 
potensi sumber daya alam perdesaan dan kebutuhan teknologi tepat guna;  
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e. melakukan pembinaan, pengawasan, dan supervisi pemasyarakatan dan 
kerjasama teknologi perdesaan;  
f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas 
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat 
guna;  
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pengembangan dan 
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;  
h. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;  
i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas 
sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan 
kegiatan; dan  
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan 
tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi. 
 
B. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan 
Realisasi Penggunaan Dana Desa 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah salah satu Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dimana Dinas Pemberdayaan Masayarakat Desa memberika 
regulasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan perangkat daerah maupun 
Dinas Pemberdayaan Msyarakat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan 
fungsinya berdasarkan regulasi yang ada. Regulasinya ialah peraturan Bupati. Karena 
sekarang berkembangnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya 
pemerintah Desa berada di Sekretariat daerah yang sekarang berubah menjadi Dinas 
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Pemberdayaan Masyarakat Desa, setelah beralih menjadi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa pada tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa betul-
betul melaksanakan tugasnya sambil belajar.
2
 
Selama ini, hanya membina lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPM, 
Karangtaruna, kemudian di bidang ekonomi, pembangunan dan sumber daya alam 
yaitu dibidang ekonomi kemasyarakatan seprti BUMDes, terutama setelah lahirnya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. BUMDes menjadi harapan besar karena 
pemanfaatan dana besar hanya bias dilontarkan di BUMDes, pernyertaan modalnya 
bisa di manfaatkan di BUMDes. Namun persoalannya sekarang ini BUMDes harus 
dikelolah secara profesinal, tidak boleh pengurus BUMDes diangkat begitu saja, 
harus melalui seleksi. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengawal 
dan memberikan fasilitas pembimbingan, karena jika tidak dibina dengan modal yang 
besar seperti ini dapat menjadi masalah dengan temuan-temuan atau jawaban jika ada 
hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan regulasi pemanfaatan dana Desa.
3
 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi 
pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 
Dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa 
mempunyai fungsi: 
                                                             
2
Abdul Halik (51 Tahun), Sekertaris PLT, Hasil wawancaran pada tanggal 22 Oktober 
2018.di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai. 
3
Abdul Halik (51 Tahun), Sekertaris PLT, Hasil wawancaran pada tanggal 22 Oktober 2018. 
di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai. 
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1.  Perumusan pedoman kebijakan teknis, dibidang Pemberdayaan Ekonomi, 
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi 
Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
2. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan  Pemberdayaan 
Ekonomi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya 
Alam  dan Teknologi Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 
3. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketata usahaan Badan. 
Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. dana desa 
diproritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan 
dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan 
dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka penuntasan masyarakat 
miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, 
sandang dan papan masyarakat. 
Menurut fadhila bahwa: 
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah organisasi yang menjadi 
Pembina perintah Desa dan kelembagaan yang ada di Desa. Sedangkan 
pemberdayaa masyarakat adalah upaya untuk membantu dan menopang 
masyarakat agar dapat berdaya dan memaksimalkan kemampuan yang 
dimiliki dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki (sumber daya 
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manusia dan sumber daya alam) sehingga dapat mensehjatrakan masyarakat 
dan dapat mencapai kemandirian nantinya.
4
 
Dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan 
Desa, maka diperlukan laporan realisasi penggunaan dana desa. Maka dari itu dalam 
hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa perlu melakukan upaya 
dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa. Peraturan Menteri 
5
Keuangan RI nomor 50/pmk 007/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan 
Dana Desa, bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran dan penata usaha pedoman 
penggunan dan pemantauan seta evaluasi transfer ke daerah dan dana Desa telah 
diatur dalam peraturan menteri keuangan no. 48/pmk07/2016.
6
  
Adapun upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan 
laporan realisasi penggunaan dana desa adalah dengan cara taat dengan aturan 
regulasi dan ketentuan / persyaratan yang telah di atur dan di sepakati bersama. Maka 
setelah pelaksanaan kegiatan di lakukan penanggungjawab perangkat Desa  
secepatnya menyetor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau progres 
hasil pelaksanaan kegiatan.
7
  
Laporan realisasi dan desa harus diperiksa terlebih dahulu sebelum 
pemerintah desa mengeluarkan dana yaitu dana desa ideology digunakan sesuai 
peruntukannya dan sesuai prioritas pengunaan dana desa, pembanguan fisik atau 
kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa harus diperiksa realisasi 
                                                             
4 Fadhila (35 tahun) Seksi Pendapatan, Kekayaan Dan Asset Desa DPMD Kab. Sinjai.Hasil 
Wawancara 19 Oktober 2018 
 
6
Syarif Hamra (43 tahun) Kasi Tata Pemerintahan Desa. Hasil wawancara 24 Oktober 2018, 
di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai. 
7
Fadhila (35 tahun) Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa DPMD Kab. Sinjai. Hasil 
wawancara 19 Oktober 2018. 
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penggunaan anggarannya agar diketahui penggunaanya yang sesuai dengan 
peruntukannya. Dana desa laporannya tercatat sampai dipusat melalui aplikasi 
omspam, jadi dana desa tidak boleh digunakan sembarangan karena selain terpantau 
oleh kementrian dan harus dilaporkan realisasi dan serapan dana yang digunakan.
8
 
Adapun sanksi yang diberikan apabila perangkat Desa terlambat melaporkan 
laporan realisasi dana Desa yaitu berupa terguran secara lisan dan tertulis jadi akan 
dilakukan persuratan dan pelaporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
Untuk wilayah Kabupaten Sinjai laporan realisasi pengunaan dana desa sudah 
berjalan efektif karena dari 67 desa sudah menggunakan SisKeuDes (Sistem Aplikasi 
Keuangan Desa).
9
 
Yang dimna pengembangan Aplikasi sistem desa ini telah dipersiapkan sejak 
awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Perhatian ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI DPR RI 
maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Aplikasi Sitem Keuangan Desa 
(SISKEUDES) merupakan apliksi yang dikembangkan badan pengawasan keuangan 
dan pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan 
desa.  
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi keuangan desa disebut sederhana dan user 
friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoprasikan aplikasi 
SISKEUDES. Dengan proses pengimputan sekali seusai dengan transaksi yang ada, 
                                                             
8
Fadhila (35 tahun) Seksi Pendapatan, Kekayaan dan Aset Desa DPMD Kab. Sinjai. Hasil 
wawancara 19 Oktober 2018. 
9
Syarif Hamra (43 tahun) Kasi Tata Pemerintahan Desa. Hasil wawancara 24 Oktober 2018, 
di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai. 
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dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain: 
1. Dokumen penatausahaan 
2. Bukti penerimaan 
3. Surat permintaan pembayaran (SPP) 
4. Surat setoran pajak (SSP) 
5. Dokumen-dokumen lainnya  
6. Laporan-laporan 
7. Laporan penganggaran (perdes, APBDes, RAB, APB Desa per sumber dana) 
 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa 
Demi terwujudnyanya pemberdayaan Masyarakat Desa maka yang perlu di 
perhatikan adalah langkah-langkahnya yaitu:
10
 
1. Melakukan rapat evaluasi bulanan/tahunan dengan pemerintah Desa ( perangkat 
Desa) terkait progress dari pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. 
2. Melakukan pembinaan kepada kelembagaan Desa, baik berbagai teknis, 
sosialisasi ataupun evaluasi kegiatan. 
3. Mengikutkan lembaga Desa atau masyarakat yang punya potensi dalam pelatihan 
teknis untuk keterampilan dan  skill yang dimiliki. 
dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa diantaranya: 
Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari Pendapatan Asli Desa 
                                                             
10
Syarif Hamra (43 tahun) Kasi Tata Pemerintahan Desa. Hasil wawancara 24 Oktober 2018, 
di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai. 
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dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain 
itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah 
Kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh 
dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak 
ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 
desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung 
program maupun memeliharanya.  
Penggunaan dana desa mengacu pada rancangan pembangunan jangka menengah 
desa dan rencana kerja pemerintah desa. Pembangunan daerah tertinggal dan 
transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 3 bulan 
sebelum dimulainya tahun anggaran.
11
 Sebab itu, prioritas penggunaan dana desa 
dilengkapi dengan pedoman umum didalam pelaksanaan penggunaan dana desa.    
           Adapun faktor pendukung dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan 
dana desa maka digunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Yang 
dimana tahap kedua menggunakan aplikasi Omspam. Omspam adalah memantau 
pengelolaan dana desa tiap pemerintah daerah yang dimana aplikasi tersebut untuk 
menginput data, mencetak dan mengupload dokumen persyaratan penyaluran 
sekaligus monitoring data dana desa.  
Faktor-faktor penghambat yang dihadapi 
1. Keterlambatan Desa dalam menetapkan APBDes karena harus menunggu 
regulasi yang baru lagi. 
2. Faktor cuaca menjadi kendala 
3. Permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa. 
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Hernold Ferry Makawimbang, Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa 
Sistem Pengelolahan dan Tanggung Jawab Dana Desa (Jakarta: BPK Gunung Mulia 2016), h. 16. 
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Tujuan utama dari laporan realisasi dana desa adalah untuk memaksimalkan 
laporan penggunaan dana desa pada setiap tahapanya. Sesuai dengan peraturan Bupati 
tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang tata cara 
pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun 
anggaran 2018 pada pasal 9 yaitu: 
1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas 
umum daerah ke rekening kas Desa. 
2. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa 
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di 
rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi. 
3. Penyaluran dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa 
tahap I sebesar 20% ( dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan januari 
dan paling lambat minggu ke 3 bulan januari setelah Bupati menerima: 
a. Peraturan Desa mengenai APBDesa dari kepala Desa; dan 
b. Dihapus. 
4. Penyaluran dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa 
tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan 
maret dan paling lambat minggu ke empat bulan juni setelah bupati menerima 
laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya dari kepala Desa. 
4a. penyaluran dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa 
tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan 
juli, setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala Desa. 
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5. Laporan realsasi penyerapan dan capaian output dana Desa sampai dengan 
tahap II sebagaimana di maksud pada ayat (4a), menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% ( tujuhr puluh lima persen) 
dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima 
puluh persen). 
6. Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) dihitung 
berdasarkan rata-rat persentase capaian output dari seluruh kegiatan. 
7. Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a) dilakukan sesuai dengn tabel referensi 
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara 
pengadaan, dan capaian output. 
8. Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum 
memenuhi kebutuhan input data,kepala Desa dapat memutakhirkan tabel 
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 
kementrian/lembaga terkait. 
Pada tahun 2018 pada pelaksanaan pekerjaan / kegiatan yang di lakukan 
dengan menggunakan dana desa harus dimaksimalkan dengan realisasi pelaksanaan 
pekerjaan yang sesuai peraturan penggunaan dana desa (DDS), 0leh karena itu 
pemerintah desa harus taat terhadap penggunaan pelaksanaan dan pelaporan 
penggunaan dananya, Dan melaporkan realisasi pertahapan yang telah di laksanakan. 
(realisasi dan serapan dana desa yang telah di gunakan). 
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D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya yang Dilakukan oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Desa 
  Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah 
Pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini 
dikarenakan adanya pendapat bahwa islam adalah agama yang komprehensif, 
didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan  
sebagainya. Namun dalam poin ini lebih menerangkan tentang pemberdayaan 
masyarakat dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa. 
Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga 
yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari’at, mewujudkan 
kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga 
berfungsi sebagai lambang kesatuan umat islam demi kelangsungan sejarah umat 
islam.
12
 
Dalam kajian tatanegara islam dikenal istilah ahl al-hall wa al-aqd yang 
artinya “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk memutuskan  dan 
menentukan sesuatu atas nama umat” atau lembaga perwakilan yang menampung dan 
menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat. istilah ini dirumuskan oleh ulama 
fiqih untuk sebutkan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk 
menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, iman, 
Kepala Negara secara langsung. Karena itu ahl al-hall wa al-aqd juga disebut oleh 
Imam Al-Mawardi sebagai ahl al-ikhtiyar (golonagan yang berhak memilih). Peran 
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Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: Rajawali Pers, 
1993), h. 260. 
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golongan ini penting untuk memilih salah seorang diantara ahl alimamat (golongan 
yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.
13
 
Bertolak dari uraian diatas dapat dikatakan ahl al-hall wa al-aqad merupakan 
suatu lembaga pemilihan. Orang-orang berkududukan sebagai wakil-wakil rakyat, 
dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala Negara. Ini menujukkan bahwa 
sistem pemilihan khalifa dalam pemikiran ulama fiqih, dan kecendrugan umat Islam 
generasi pertama dalam sejarah, adalah secara tidak langsung atau melalui 
perwakilan. Ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyartan Rakyat 
(MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Daerah dan sampai unit pemerintahan terendah di 
Indonesia yaitu di tingkat desa dikenal adanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(DPMD).  
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, dengan adanya undang-undang ini maka adanya pula payung hukum yang 
melindungi kinerja DPMD dalam mengawasi Pemerintahan Desa. Dalam 
pengambilan keputusan atau penyelesaiyan masalah biasanya taklupa DPMD 
melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh atau perwakilan 
masyarakat desa, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65. Adapun pandangan 
ajaran Islam yaitu Musyawarah sebagaimana Allah telah memerintahkan umatnya 
untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan pemerintahan dengan cara 
musyawarah. 
Selain itu, seorang dalam memimpin masyarakat agar lebih sejahtera harus 
memiliki sifat seperti yang diterapkan oleh Rasulullah Saw yaitu; 
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Muhammad Tahir Azhariy, Negara Hukum Suatu Studi Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi 
Hukum Islam, Implementasinya pada Priode Madina dan Masa kini (Jakarta: Kencana, 2004), h. 112. 
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1. Shiddiq  
Setiap perkataan maupun tindakan seorang nabi dan rasul adalah benar dan 
jujur. Yaitu dengan menyampaikan ajaran yang diperoleh dari wahyu Allah 
kepada umat manusia. Semua yang disampaikan harus benar-benar datang 
dari Allah Swt.
14
 Siddiq jika di kaitkan dengan hasil penelitian agar terwujud 
peranan Dinas pemberdayaan masyarakat Desa dalam mengefektifkan laporan 
realisasi penggunaan dana Desa di tinjau dari hukum Islam di kantor DPMD 
kabupaten sinjai maka, siddiq menjadi acuan agar realisasi dari pemberdayaan 
masyarakat Desa berupa langkah-langkah seperti melakukan rapat evaluasi 
bulan/tahun dengan pemerintah Desa (perangkat Desa) terkait progres dari 
pendanaan yang di lakukan oleh pemerintah Desa benar-benar terwujud maka 
pemberdayaan masyarakat desa sangat efektif sesuai tujuan adanya lembaga 
DPMD. 
Siddiq jika di terapkan dalam pengelolaan dari pendapatan asli desa 
dan swadaya masyarakat maka hasil dari pendapatan asli desa akan diterapkan 
sebagaimana mestinya, sehingga apa yang di cita-citakan dari wujud sebuah 
pemberdayaan masyarakat akan terwujud, dan hal ini sesuai dengan apa yang 
di kehendaki oleh Islam sebagai wujud pedoman dari tatanan kehidupan dan 
bernegara, sebagai mana yang pernah di terapkan pada masa kerasulan. Siddiq 
jika di terapkan dalam tatanan kehidupan maka proses kehidupan berbangsa 
dan bernegara akan mengutamakan kemaslahatan masyarakat sehingga 
pemberdayaan akan menjadi hal yang terlaksana di setiap daerah, termasuk di 
kantor DPMD kabupaten sinjai. 
                                                             
14Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” 
Skripsi (Universitas Muhamadiyah Surakarta: Fakultas Keguruan danIlmu Pendidikan, 2015), h. 2. 
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2. Amanah 
Sifat amanah telah dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil bahkan dijuluki oleh  
masyarakat Al-amin yang artinya dapat dipercaya, kompeten dan konsisten.
15
 
Amanah merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam wujud suatu 
kehidupan, baik perkara personal, instansi, hingga bangsa dan negara. 
Amanah merupakan fondasi agar peranan Dinas pemberdayaan masyarakat 
Desa dalam mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana Desa (DPMD) 
kabupaten sinjai dapat terwujud. Penggunaan dana Desa haruslah di topang 
dengan sifat amanah, karena sebagaimana yang di ketahui bersama dana Desa 
merupakan hal yang paling sensitif dalam pengelolahannya. 
Pemerintah Desa harus taat terhadap penggunaan pelaksanaan dan pelaporan 
penggunaan dana Desa, dan melaporkan realisasi pertahapan yang telah di 
laksanakan atau realisasi dan serapan dana Desa yang telah di gunakan, 
haruslah amanah agar dana Desa sebagai wujud terealisasinya pemberdayaan 
masyarakat dan sesuai fungsi yang akan membawa kemaslahatan terhadap 
masyarakat. Sehingga pelaporan dana desa juga harus di penuhi sikap amanah 
agar untuk memaksimalkan laporan pnggunaan dana desa pada setiap 
tahapanya dan dapat di gunakan sesuai fungsi anggaran dana desa. Amanah 
haruslah di jalankan di setiap lini kehidupan baik instansi ataupun yang 
menjalankan instansi tersebut, tidak hanya pada kantor DPMD kabupaten 
sinjai, tetapi di setiap lembaga dalam menopang kehidupan bernegara.   
3. Fathanah 
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Zulhammi, Jurnal ,Kepribadian Rasulullah SAW Sebagai Guru Profesional. Jurnal Darul 
Ilmi, Vol. 2, No. 1, 2014. h. 65. 
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Rasulullah Saw memiliki kecerdasan dalam memahami masalah umat 
manusia beserta sifat-sifat mereka. Rasulullah Saw juga cerdas dalam 
menerima tugas dan amanah yang diberikan kepadanya.rasulullah saw harus 
mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka 
mau masuk kedalam islam. Beliau juga harus mampu berdebat dengan orang-
orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Dalam hal ini untuk 
memutuskan suatu hal yang terkait kepentingan masyarakat untuk menjalani 
kehidupan.
16
 
Fathanah dalam mengelolah realisasi penggunaan dana desa di kantor 
DPMD kabupaten sinjai haruslah di lakukan oleh orang yang memiliki 
kapabilitas atau dalam hal ini harus cerdas atau fathanah, karena jika realisasi 
penggunaan dana desa di kantor DPMD  dikelolah oleh orang yang tidak 
memiliki kapabilitas atau yang tidak cerdas “fathanah” maka hal-hal seperti 
menyalahi aturan atau disfungsi dana desa dapat terjadi. 
Salah satu yg menjadi faktor penghambat pengelolahan dana desa yang tidak 
sesuai adalah permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat 
desa, sehingga jika yang mengelolah (SDM) adalah orang yang fathanah maka 
DPMD akan mudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dana desa 
haruslah dijalankan oleh perangkat desa hingga SDM yang di dasari sikap 
fathanah agar terwujud pemberdayaan yang sesuai fungsi dana desa untuk 
mensejahtrakan masyarakat kabupaten sinjai.  
4. Tablig 
                                                             
16Muhammad Iqbal Arrosyad, “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter 4 Sifat Nabi.” 
Skripsi), h. 2. 
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“Tabligh” artinya menyampaikan. Lawannya “Kitman” artinya 
menyembunyikan. Ini berarti Rasulullah Saw tidak pernah menyembunyikan 
pengetahuan dan kebenaran yang diberikan kepada beliau.  Tabliq dalam 
menelaah apa yang telah di lakukan oleh DPMD sesuai hasil penelitian maka 
peranan dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan laporan 
realisasi penggunaan dana desa di kabupten sinjai sudah sesuai dengan 
pemaknaan tabliq. Hal ini di dasari dengan laporan realisasi penggunaan dana 
desa sudah sesuai dengan tujuan dana desa tersebut. 
Tabliq telah di terapkan dalam laporan realisasi dana desa karena telah 
di atur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa berupa 
pengambilan keputusan mengenai masalah biasanya DPMD melakukan 
musyawarah terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh atau perwakilan masyarakat 
desa sehingga sikap tabliq atau menyampaikan sebagaimana mestinya dapat 
dilakukan antara pemerintah, instansi, dan masyarakat, dengan wujud 
singkronisasi dalam penyaluran dana desa yang sesuai dalam koridor 
berbangsa dengan ditopang oleh ahlakul qarimah yang telah di tetapkan dalam 
Islam, permasalahan yang di hadapi oleh DPMD kabupaten sinjai jika 
menerapkan sikap siddiq, amanah, fathanah dan tabliq maka sekiranya 
permasalahan peranan dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam 
mengefektifkan laporan realisasi penggunaan dana desa di kantor DPMD 
kabupaten sinjai dapat menjadi hal yang mudah di atasi. Sehingga, ahlak yang 
telah di atur dalam koridor Islam merupakan hal yang harus di jalankan demi 
menopang tatanan kehidupan yang semakin ruwet namun tetap Islami, 
terlebih jika di kaitkan dengan konsep berbangsa dan bernegara maka agama 
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haruslah jadi acuan utama agar tetap pada fungsi mengutamakan 
kemaslahatan masyarakat. 
73 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah memberika regulasi 
terhadap pelaksaan tugas-tugas Bupati dan perangkat daerah maupun Dinas 
Pemberdayaan Msyarakat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan 
fungsinya berdasarkan regulasi yang ada. Regulasinya ialah peraturan Bupati. 
Karena sekarang berkembangnya organisasi perangkat daerah yang 
sebelumnya pemerintah Desa berada di Sekretariat daerah yang sekarang 
berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, setelah beralih 
menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2017, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa betul-betul melaksanakan tugasnya sambil 
belajar.  
2. Adapun faktor pendukung dalam mengefektifkan laporan realisasi 
penggunaan   dana desa maka digunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem 
Keuangan Desa). Yang dimana tahap kedua menggunakan aplikasi Omspam. 
Omspam adalah memantau pengelolaan dana desa tiap pemerintah daerah 
yang dimana aplikasi tersebut untuk menginput data, mencetak dan 
mengupload dokumen persyaratan penyaluran sekaligus monitoring data dana 
desa. 
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Faktor-faktor penghambat yang dihadapi 
a. Keterlambatan Desa dalam menetapkan APBDes karena harus menunggu regulasi 
yang baru lagi. 
b. Faktor cuaca menjadi kendala 
c. Permasalahan pergantian perangkat desa dan SDM perangkat desa. 
 
3. Adapun pandangan ajaran Islam yaitu Musyawarah sebagaimana Allah telah 
memerintahkan umatnya untuk selalu menyelesaikan dan mengatur urusan 
pemerintahan dengan cara musyawarah. 
Selain itu, seorang dalam memimpin masyarakat agar lebih sejahtera harus 
memiliki sifat seperti yang diterapkan oleh Rasulullah Saw yaitu; 
1. Shiddiq  
Setiap perkataan maupun tindakan seorang nabi dan rasul adalah benar dan 
jujur. 
2. Amanah 
Sifat amanah telah dimiliki oleh Rasulullah sejak kecil bahkan dijuluki oleh  
masyarakat Al-amin yang artinya dapat dipercaya, kompeten dan konsisten. 
3. Fathanah 
Rasulullah Saw memiliki kecerdasan dalam memahami masalah umat 
manusia beserta sifat-sifat mereka. Rasulullah Saw juga cerdas dalam 
menerima tugas dan amanah yang diberikan kepadanya 
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4. Tablig 
“Tabligh” artinya menyampaikan. Lawannya “Kitman” artinya 
menyembunyikan. Ini berarti Rasulullah Saw tidak pernah menyembunyikan 
pengetahuan dan kebenaran yang diberikan kepada beliau. 
Iplikasi penelitian 
1. agar Lebih meningkatkan hubungan kerja sama antara DPMD dan pemerintah 
Desa, dan diharapkan terealisasi pembangunan dana desa  yang adil dan 
merata. 
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